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Skripsi ini berjudul “Perjanjian Kerjasama Antara Klinik Dengan Bidan 
Tentang Pelayanan Persalinan Normal Bagi Peserta Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan. (Pada Klinik Aviati Jamin Ginting Medan)“. 
Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda 
antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji 
untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan 
janji itu 

Perjanjian Kerjasama dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
bagi masyarakat untuk persalinan Normal yang mempunyai Badan 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial kesehatan atau yang dikenal dengan 
BPJS kesehatan yang merupakan badan hukum yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum secara yuridis 
normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini 
sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa Perjanjian 
Kerjasama Antara Klinik Aviati Jamin Ginting Dengan Bidan Norma 
Tentang Pelayanan Persalinan Normal Bagi Peserta Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 033/PKS.KAVT/03/ 
VIII/2022, undang-undang serta buku-buku. Data yang diperoleh disajikan 
secara sistematis dan terperinci, dan analisis data dilakukan secara 
normatif. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pengaturan hukum tentang 
Perjanjian Kerjasama. Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat pada 
Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi : Suatu perjanjian adalah suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang lainnya atau lebih”. Mekanisme Perjanjian Kerjasama 
antara Klinik Aviati Jamin Ginting dengan Bidan Norma ialah dalam bidang 
pelayanan. Klinik Aviati sebagai wadah bagi pasien yang ingin melahirkan 
secara normal, dan Bidan Norma sebagai penerima tanggungjawab dalam 
proses persalinan. Akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian 
kerjasama antara Klinik Aviati Jamin Ginting dengan Bidan Norma ialah 
melalui beberpa tahap, yang pertama teguran tertulis, yang kedua 
pengaduan terhadap menteri kesehatan dan yang terakhir Pengakhiran 
Perjanjian. 
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